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  PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR     11   TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN  PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
: a. 
bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima, Pemerintah Daerah  dengan kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif Daerah ;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali               sumber - sumber pendapatan yang berasal dari retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bima ;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maka setiap pelayanan Persampahan / kebersihan dikenakan Retribusi ;  

d. 
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c  diatas maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan  yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat   
:
1.
Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana     ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan  ( Lembaran Negara Tahun 1992  Nomor 100 );

3. 
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagimana   telah diubah   dengan   Undang - undang  Nomor  34    Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara  Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ); 

5. Undang  - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );  

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme        ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002  tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002  Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor   4118 ) ;

9. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi  Sebagai  Daerah  Otonom       ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi Daerah    ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;

12.Keputusan Presiden Nomor 44 tentang Teknik Penyusunan     Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5 );

14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah  Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

15.Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan     :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima;

2. Pemerintah Daerah adalah  Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

6. Dinas Tata Kota dan Kebersihan  adalah Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kota Bima;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan          Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan / pelayanan perijinan dari Pemerintah Daerah;

10. Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ) adalah RT dan RW di wilayah Kota Bima;

11. Kebersihan Lingkungan adalah pembentukan fisik Kota yang bersih, indah, nyaman dengan kegiatan pengangkutan sampah, kebersihan jalan umum, drainase, dan pengelolaan taman Kota;

12. Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan Lingkungan  yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat atas Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

13. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan an organik,  logam dan atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk  buangan biologis atau kotoran manusia,  bahan beracun dan  berbahaya;

14. Tempat  Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat untuk penampungan sampah hasil pengumpulan dari perumahan / pemukiman;

15. Transfer depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung, pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan / Kecamatan;

16. Tempat Pembuangan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan;

17. Angkutan Sampah adalah pengangkutan sampah oleh masyarakat dan petugas pengangkut sampah ke TPS dan TPA;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi  lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

21. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah  serta menemukan tersangkanya.         

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan  Persampahan / Kebersihan  dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan  yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah  setiap pelayanan persampahan /kebersihan  yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber,  ketempat pembuangan akhir, atau;

b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan akhir.

c. Penyediaan tempat pembuangan akhir.

d. Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah ditempat pembuangan akhir.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah:

a. Pelayanan kebersihan jalan umum.

b. Pelayanan kebersihan taman, ruang dan tempat umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan  Persampahan / kebersihan  digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor – faktor letak, guna bangunan  dan nilai jual bangunan.

BAB IV

PRINSIP – PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2)  
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa beli lokasi tempat pembuangan akhir.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada kegiatan pemindahan, pengelolaan dan pembuangan dari sumber sampah ke TPA;

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (1) bulan takwim.

Pasal 10

Reribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan RKSD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kota Bima tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD  atau dokumen lain yang     dipersamakan SKRDKBT;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi yang terhutang.

(3)
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

BAB X

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen ) dari besarnya retribusi  yang terutang yang atau tidak kurang bayar dan ditagih dengan  menggunakan STRD.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Walikota  dapat memberikan pengurangan , keringanan dan penghapusan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib  Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota  dengan memberi :

a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi.

b. Masa Retribusi.

c. Besarnya kelebihan pembayaran.

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Walikota  dalam jangka  waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota  tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRBLD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas ) hari.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ,dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterbitkanya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota  memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau.

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Walikota  menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 20

(1) Dalam rangka pelayanan kebersihan, Pemerintah Daerah berkewajiban;

a. Memelihara kebersihan jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum.

b. Mengatur dan menetapkan TPS, Transfer Depo dan TPA;

c. Mengangkut sampah dari TPS, Transfer Depo ke TPA.

(2) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk:

a. Memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya;

b. Mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang melakukan tindak pidana dibidang retribisi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai keterangan atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertangunggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Setiap anggota masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Setiap anggota masyarakat yang meletakkan material bangunan disembarang tempat yang dapat mengganggu lingkungan disekitarnya, dikenakan  sanksi denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan  keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

                                                                   Ditetapkan di Bima  Raba Bima

                                                                   Pada tanggal   7  Juli    Tahun 2004 

                                                                                           WALIKOTA 
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                                                                                        M  NUR A LATIF
Diundangkan di Raba - Bima

Pada tanggal  7 Juli  2004

SEKRETARIS DAERAH

H. USMAN AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004

NOMOR 47 SERI 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR     11       TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

	No
	JENIS
	BESARNYA TARIF
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	1. 

2.

3.

4.

 
	PEMUKIMAN

a. Rumah tinggal yang terletak dipinggir jalan utama / kelas I ( satu )

b. Rumah tinggal yang terletak dipinggir jalan utama / kelas II ( dua)

c. Rumah tinggal yang terletak di Gang 

PERDAGANGAN

a. Pedagang Bakulan di Pasar      

b. Toko / Kios 

c. Kereta Dorong

d. Mall / Plaza

e. Pertokoan / Ruko Kelas I

      Pertokoan / Ruko Kelas II

f.   Pedagang + PKL 

g.   PKL Tetap / Warung

HOTEL DAN RESTORAN

a. Hotel Bintang 1 – 2

b. Hotel Bintang 3 – 5

c. Hotel Melati

d. Rumah Makan Kelas I

e. Rumah makan kelas II

f. Rumah makan kelas III

g. Villa

LAIN - LAIN

a. Keramaian

b. PKL Musiman / Gedung Pertunjukan

c. Sekolah – sekolah 

· SLTP

· SLTA

· PT

d. Rumah Sakit / Tempat Perawatan / Pengobatan


	Rp.        5.000,-

Rp.        3.000,-

Rp.        2.000,-

Rp.            250,-

Rp.            500,-

Rp.            500,-

Rp.      100.000,- 

Rp.        25.000,-

Rp.        20.000,- 

Rp.        10.000,- 

Rp.        15.000,-  

Rp.      100.000,-

Rp.      150.000,-

Rp.        25.000,-

Rp.        20.000,-

Rp.        15.000,-   

Rp.        50.000,-

Rp.        50.000,-

Rp.          5.000,-   

Rp.          5.000,-

Rp.          1.000,-

Rp.          2.500,-

Rp.          5.000,-

Rp.          5.000,-
	 Perbulan

 Perbulan

 Perbulan

Perhari

Perhari

Perhari

Per lokasi / bulan

Per lokasi / bulan 

Per pedagang / bulan

Per pedagang / bulan

Per pedagang / bulan

Per Hotel / bulan

Per Hotel / bulan

Per Hotel / bulan

Per rumah makan / bln

Per rumah makan / bln

Per rumah makan / bln

Perbulan

Per  hari pertujukan 

Per hari pertunjukan

Per Bulan

Per Bulan

Per Bulan

Per Bulan


      WALIKOTA

            ttd

   M.  NUR A.  LATIF
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